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Penelitian ini didasarkan kepada pokok permasalahan yaitu kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung belum efektif. Hal ini diduga disebabkan oleh disiplin kerja yang belum dilaksanakan dengan optimal oleh Dinas Sosial Kota Bandung. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang bersifat menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya. Data yang ditetapkan dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada serta masalah yang ada untuk diambil kesimpulannya. variabel penelitiannya adalah disiplin kerja pegawai sebagai variabel bebas dan variabel kinerja pegawai sebagai variabel terikat. 
Secara simultan terbukti bahwa disiplin kerja memberikan pengaruh cukup besar dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebesar 52,8%. Artinya disiplin kerja pengaruhnya cukup menentukan tercapainya kinerja pegawai. Disamping itu peneliti mendeteksi adanya variabel lain yang ikut mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Bandung sebesar 47,2%. sehingga secara empirik variabel tersebut dapat diakui keberadaannya








This study is based on the subject matter is the performance of Social Service Employees Bandung has not been effective. This is caused by the discipline of work which has not been implemented optimally by the Social Department of Bandung.
The method used in this research is descriptive analysis, a method that is describing a situation ongoing at the time the study was conducted, as well as how it relates. The data set was analyzed and compared with the existing theory and the problems that exist for the conclusions drawn. variable research is a discipline of employees working as independent variables and variable employee performance as the dependent variable.
Simultaneously proven that labor discipline considerable influence and significant impact on the performance of staff at the Department of Social Bandung amounted to 52.8%. That is quite a decisive influence labor discipline • achievement of employee performance. Besides, the researchers detect the presence of other variables that influence the performance of employees in the Social Service Bandung 47.2%. thus empirically that variable can be recognized
Partially discipline of work has positive and significant influence on the performance of employees in the Social Service Bandung. This is reflected in the results of research which illustrates that the discipline of work as measured by the dimension of the rules and regulations (9.4%), the dimension of sanctions for offenders (33.8%) and the dimensions of development through training (9.6%) reasonably determine the improved performance of Social Service Bandung, although not yet fully operationally effective, thus affecting the improvement of employee performance. The dimensions have the greatest influence is the dimension of giving sanctions for violators of 33.8%, while the smallest effect is the dimension of the rules and procedures that should be performed by employees by 9.4%.


1. LATAR BELAKANG 
Penyelenggaraan pemerintah diberbagai bidang senantiasa diperlukan keselarasan antara proses kerja pemerintah dengan kepentingan publik sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terkonsentrasi pada upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif sehingga penting dilakukan berbagai upaya agar sejalan dengan perubahan dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah sehingga keberhasilan untuk mewujudkan suatu lembaga pemerintah yang berwibawa, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme akan menjadi nyata dengan didasarkan pada dua hal yang urgensi, yaitu diefektifkannya motivasi dan disiplin kerja sebagai dua variable yang mampu untuk mendongkrak kinerja pegawai agar lebih meningkat.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagai konsekuensi dari adanya pelimpahan kewenangan kepada daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memberdayakan seluruh potensi daerah sehingga dapat memberikan manfaat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sistem pengelolaan pemerintah yang otonom amat bergantung kepada organisasi yang kuat dan sumberdaya yang unggul selain jaringan kerja horizontal, vertikal dan diagonal dalam lingkungan yang kondusif. Pengembangan kapasitas (capacity building) berkaitan dengan perbaikan citra pemerintah merupakan strategi utama dalam era otonomi, dikaitkan dengan kemampuan pemerintah melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. 
Pelaksanaan Undang-undang tersebut di atas, dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah, salah satunya ditentukan oleh disiplin kerja perangkat daerah untuk menganalisis berbagai permasalahan sebagai acuan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang kemudian dikristalisasikan dalam bentuk rencana pembangunan daerah. Tujuan diadakannya disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin serta mengarah pula terhadap pengembangan pendekatan sikap profesional dalam pelaksanaan kinerja. Dirasakan pentingnya disiplin Pegawai Negeri Sipil yang lebih terencana, terarah dan berkesinambungan sehingga pada gilirannya akan mampu membawa peningkatan terhadap kinerja pegawai sebagai sarana kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuannya.
Disiplin kerja adalah merupakan hal yang penting dan mendasar dalam sebuah organisasi. Lebih jauh Siagian (1999:305) mengemukakan bahwa : “Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi dalam memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut”. Bahkan dengan optimal dan efektifnya disiplin kerja bila diimplementasikan secara tepat dan konsisten akan dapat mendorong pada hasil kerja yang meningkat. Dengan demikian disiplin kerja memiliki kaitan yang erat dalam proses peningkatan kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Sikap yang taat, patuh dan konsistennya pegawai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai pegawai terhadap peraturan-peraturan, ketentuan yang berlaku merupakan bentuk disiplin kerja pegawai dalam sebuah organisasi terutama pada instansi pemerintah, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil yang senantiasa harus taat dan patuh terhadap ketentuan–ketentuan yang berlaku sebagai perwujudan maupun konsistensi dan konsekwensi terhadap disiplin kerja dalam organisasi. 
Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kinerja pegawai sebagai sumber daya yang strategis didalam organisasi. Artinya, sejauh mana kualitas maupun kualitas maupun kuantitas kinerja pegawai dapat melaksanakan kinerjanya sehingga memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan harapan atau rencana kerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kinerja yang optimal diharapkan pelayanan dengan kualitas yang tinggi dapat tercapai serta organisasi dapat berjalan lancar. Sebagaimana dikatakan oleh Mangkunegara (2001:67) bahwa yang disebut kinerja (prestasi kerja) adalah ”hasil kerjanya secara kualitas dan kuantitas yang dicapainya oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. Pada posisi ini kinerja mempunyai posisi yang sangat menentukan terhadap pencapaian organisasi sesacara keseluruhan.
Meningkatkan kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung, harus senantiasa memperhatikan faktor-faktor disiplin kerja dan mendorong pegawai bekerja dengan baik, salah satunya yaitu memperhatikan kinerja pegawai. Dengan memperhatikan kinerja pegawai maka pegawai dalam bekerja akan senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kegagalan pembangunan dan proses marginalisasi yang terjadi di wilayah pedesaan, bukan saja telah terbukti menimbulkan derasnya migrasi penduduk yang berlebihan di wilayah kota, tetapi juga setumpuk masalah sosial yang menyertainya. Dalam lima tahun terakhir, Kota Bandung bukan saja diserbu arus migrasi yang terus meningkat dari  waktu ke waktu, tetapi di saat yang sama juga memicu munculnya berbagai permasalahan kota, seperti PKL (Pedagang Kaki Lima), permukiman kumuh, gelandangan, pengemis, tuna wisma, anak jalanan, PSK (Pekerja Seks Komersial), dan lain-lain sebagainya. Yang namanya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), alih-alih jumlahnya makin menurun, di lapangan yang terjadi justru perkembangannya tampak makin mencemaskan. Misalnya, anak balita terlantar, anak terlantar, anak cacat, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, dan penyandang cacat jumlahnya masih ribuan orang.
Dinas Sosial Kota Bandung sebagai salah satu dinas/instansi yang ada di Kota Bandung, merupakan bagian integral dari implementasi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam program pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya serta peningkatan kinerja aparat pemerintah yang diimplementasikan dalam bentuk meningkatkan motivasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka suatu unit organisasi pelayanan publik harus memilki motivasi yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja pegawai.
Sejalan dengan visi Kota Bandung maka visi Dinas Sosial Kota Bandung adalah “Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung yang Bermartabat”. Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung untuk mewujudkan visi dan misinya sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Bandung. Pada sasaran strategis yang pertama yakni ”Meningkatnya jumlah pelayanan sosial kepada masyarakat” dengan target 3.100 orang adalah jumlah target keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung yang terdiri atas keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, anak putus sekolah, gelandangan, pengemis, waria, wanita tuna susila, dan korban tindak kekerasan atau trafficking. Yang dimaksud dengan target 100% pada sasaran strategis kedua, yaitu ”Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat” yaitu tertanggulanginya para korban bencana dimana perbandingan jumlah bencana dengan yang tertanggulangi harus mencapai 100% artinya setiap warga masyarakat yang terkena bencana harus mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Bandung. 
Sasaran strategis yang ketiga yakni ”Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial” dengan target kinerja 20% maksudnya ialah bahwa jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, dan Dunia Usaha yang dibina selama tahun 2014. Pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung akan terlaksana secara optimal apabila setiap aparaturnya memahami komitmen kerjanya sebagai aparat pemerintah yang bekerja menangani masalah sosial. Dinas Sosial ini merupakan Dinas yang sesuai dengan TUPOKSI paling dekat dengan masyarakat, serta diharapkan paling mengetahui keadaan penyandang permasalahan sosial di sekitarnya. Melihat besarnya tanggungjawab yang harus diemban oleh Dinas Sosial ini perlu kesadaran yang tinggi akan pelaksanaan tugas. Kemampuan dan keberhasilan kerja Dinas Sosial dapat diukur dari jumlah pelayanan penanganan permasalahan sosial yang ada di Kota Bandung. 
Berdasarkan hasil pengamatan sementara dilapangan terhadap pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung, menemukan dimana kinerja pegawainya masih belum berjalan secara efektif, hal ini terlihat dari indikator masalah sebagai berikut :
1.	Kualitas kerja dilihat dari indikator ketepatan waktu dalam bekerja belum efektif. Contoh  pegawai pada Subbag Keuangan dan Program Dinas Sosial Kota Bandung dalam pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas masih ada keterlambatan seharusnya selesai pada akhir bulan, kenyataanya masih sering terjadi pada awal bulan. Hal ini akan berakibat kepada terhambatnya penyusunan program kerja pada bulan berikutnya
2.	Keandalan pegawai dalam bekerja dilihat dari indikator inisiatif pegawai dalam berkerja masih rendah. Contoh pegawai pada Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana dalam penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana sering menunggu petunjuk pimpinan. Kesan seperti ini pegawai kurang ada inisiatif dalam melaksnakan tugasnya, sehingga mengganggu terhadap penyelesaian pekerjaannya.  
Berdasarkan pemasahan tersebut di atas, kurang efektifnya kinerja pegawai tersebut diduga terkait erat dengan masih rendahnya disiplin kerja pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung. Berpedoman pada uraian tersebut, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial Kota Bandung”.

2. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka problem statement (pernyataan masalah)-nya adalah kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung belum efektif. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :
1.	Berapa besar pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung?
2.	Berapa besar pengaruh disiplin kerja pegawai diukur melalui peraturan dan tata tertib harus dilaksanakan pegawai, pemberian sanksi bagi pelanggar dan pembinaan melalui pelatihan secara terus-menerus terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung?

3. TUJUAN PENELITIAN
1.	Menganalisis besarnya pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung.
2.	Mengembangkan konsep tentang disiplin kerja pegawai dan kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung 




Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi kajian ilmu administrasi publik khususnya administrasi negara, sehingga dapat menambah dan memperoleh tambahan pengetahuan mengenai penerapan teori yang dipelajari tentang disiplin kerja pegawai dan kinerja pegawai.
2.	Kegunaan Praktis
Diharapkan akan memberikan gambaran sebagai bahan masukan tentang bagaimana pentingnya disiplin kerja pegawai terhadap kinerja pegawai, atau minimal dapat memberikan informasi tambahan bagi pengembangan kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung.

Kinerja merupakan masalah penting dalam kegiatan manajerial, karena ini dapat dijadikan umpan balik bagi para pengelola dan para pembuat keputusan mengukur kinerja pegawai dalam kaitan penelitian ini, yaitu mengukur kinerja anggota atu petugas dalam tim yang dipengaruhi oleh variable motivasi dan displin kerja. Dalam kaitan ini, penelitian yang dilakukan menggunakan ukuran kinerja pegawai dari pendapat Mangkunegara (2000:75) mengemukakan 4 (empat) faktor yang menjadi parameter (standar) untuk mengukur kinerja seorang pegawai, antara lain :
1)	Kualitas kerja yang meliputi: ketepatan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan,
2)	Kuantitas kerja yang meliputi out put rutin serta out put non rutin
3)	Keandalan atau dapat tidaknya diandalkan, yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan inisiatif, kehati-hatian serta kerajinan,
4)	Sikap yang meliputi sikap terhadap organisasi, pegawai lain, dan kerjasama. 






















Paradigma Berpikir Tentang Disiplin Kerja dan Kinerja Pegawai

5. HIPOTESIS
Berdasarkan identifikasi masalah tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan maka hipotesis penelitian adalah : 
1.	Disiplin kerja pegawai besar pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung
2.	Disiplin kerja pegawai diukur melalui Peraturan dan tata tertib harus dilaksanakan pegawai, Pemberian sanksi bagi pelanggar dan Pembinaan melalui pelatihan secara terus-menerus besar pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung.

Perhitungan Struktur Variabel
Sesuai dengan tujuan penelitian, pengujian struktur variabel dibagi menjadi struktur  utama dan satu sub struktur. 

1.	Struktur Variabel X ke Y









Tabel tersebut menjelaskan nilai standaridized cofficients atau koefisien jalur dari variabel disiplin kerja pegawai terhadap variabel kinerja pegawai, yaitu koefisien jalur dari X ke Y = 0.726. Hasil pengolahan data dapat dibuat dalam dimensi diagram jalur dan persamaan struktural dengan menyertakan koefisien estimasi hasil pengolahan data, maka persamaan strukturalnya adalah : 
Y 	= 	 X + 
Y 	= 	0.726X + 
dimana :
X	=    Disiplin kerja pegawai
Y    = 	 Kinerja pegawai
     =      Epsilon 















Besarnya nilai hubungan dan pengaruh dari variabel disiplin kerja pegawai terhadap kinerja pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.	Pengaruh Disiplin Kerja Pegawai (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y)
Berdasarkan hasil analisis uji kontribusi pengaruh, menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0.528 atau 52.8%. Disiplin kerja pegawai yang terdiri dari dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus sangat kuat terhadap kinerja pegawai yang terdiri dari aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan, sikap dan komunikasi.
b.	Pengaruh Variabel Lain () terhadap Kinerja Pegawai (Y)	
Disiplin kerja pegawai yang terdiri dari dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 52.8%, sedangkan selebihnya yaitu sebesar 47.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2.	Sub Struktur X1, X2 dan X3 ke Y









Nilai-nilai Standardized Coefficients 

Tabel di atas menjelaskan nilai standaridized cofficients atau koefisien jalur dari masing-masing dimensi dengan penjelasan sebagai berikut :
(1)	Koefisien pertama =0.215, maknanya adalah bahwa dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai (X1) berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
(2)	Koefisien kedua = 0.535, maknanya adalah bahwa dimensi pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar (X2) berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
(3)	Koefisien ketiga = 0.291, maknanya adalah bahwa dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus (X3) berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
Hasil pengolahan data dapat dibuat dalam dimensi diagram jalur dan persamaan struktural dengan menyertakan koefisien estimasi hasil pengolahan data, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut :
 Y   =  β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 +  	
Y   =  0.215X1 + 0.535X2 + 0.291X3   + 
Dimana:
X1 	= 	Dimensi Peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai
X 2	=	Dimensi Pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar
X 3	=	Dimensi Pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus
Y    = 	Kinerja pegawai 
     =     Epsilon 
Mengacu pada tabel koefisien korelasi multipel untuk struktur yang diuji, nilai koefisien determinasi multipel dan seluruh variabel eksogenus yang diuji adalah sebesar R2 = 52.8%, nilai determinasi multipel ini merupakan kuadrat dari nilai koefisien korealsi multiple R = 0.762. nilai R2 ini menunjukkan bahwa derajat pengaruh dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai (X1), pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar (X2) dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus (X3) erat jika dibandingkan dengan variabel lain yang tidak diteliti.  














Besarnya Pengaruh Dimensi X1, X2 dan X3  ke Y

Perhitungan yang menghasilkan besarnya nilai-nilai pengaruh tersebut dijelaskan sebagai berikut :
a.	Pengaruh X1 terhadap Y
Unsur-unsur untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X1 terhadap Y adalah sebagai berikut :
a.	Pengaruh langsung
Y X1 Y = YX1 . YX1
		  	 =  (0.215)(0.215)
		  	 =  0.046
b.	Pengaruh tidak langsung
Y X1  X2  Y = YX1.rx1x2.YX2
			= (0.215)(0.389)(0.535)
			= 0.045
Y X1  X 3  Y = YX1.rx1x3.YX3
			= (0.215)(0.051)(0.291)
			= 0.003




Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut :
	Pengaruh X1 terhadap Y = 6.3%
	Pengaruh X1 terhadap Y melalui X2 =4.5 %
	Pengaruh X1 terhadap Y melalui X3 = 0.3%
Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X1 terhadap Y adalah 9.4%.

b.	Pengaruh X2 terhadap Y
  Unsur-unsur untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X2 terhadap Y adalah sebagai berikut :
a.	Pengaruh langsung
Y X2 Y = YX2 . YX2
		  	 =  (0.535)(0.535)
		  	 =  0.286
b.	Pengaruh tidak langsung
Y X1  X2  Y = YX1.rx1x2.YX2
			= (0.215)(0.389)(0.535)
			= 0.045
Y X2  X 3  Y = YX2.rx2x3.YX3
			= (0.535)(0.047)(0.291)
			= 0.007




Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut :
	Pengaruh X2 terhadap Y = 28.6%
	Pengaruh X2 terhadap Y melalui X2 = 4.5%
	Pengaruh X2 terhadap Y melalui X3 = 0.7%
Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X2 terhadap Y adalah 33.8%.
c.	Pengaruh X3 terhadap Y
Unsur-unsur untuk menghitung besarnya nilai koefisien pengaruh X3 terhadap Y adalah sebagai berikut :
a.	Pengaruh langsung
Y X3 Y = YX3 . YX3
		  	 =  (0.291)(0.291)
		  	 = 0.086

b.	Pengaruh tidak langsung
Y X1  X3  Y = YX1.rx1x3.YX3
			= (0.215)(0.051)(0.291)
			=0.003
Y X2  X3  Y = YX2.rx2x3.YX3
			= (0.535)(0.047)(0.291)
			= 0.007
      Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung dimensi X3 terhadap Y adalah : 
 (Y X3Y) + (YX 1 X 3 Y) + (Y X2 X3 Y) 
= 0.086+0.003+0.007
= 0.096
Dengan demikian interpretasinya adalah sebagai berikut :
	Pengaruh X3 terhadap Y = 8.6%
	Pengaruh X3 terhadap Y melalui X1 = 0.3%
	Pengaruh X3 terhadap Y melalui X2 = 0.7%


6. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil perhitungan statistik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peneliti selanjutnya akan melakukan pembahasan baik secara simultan maupun secara parsial. Pembahasan secara simultan akan dijelaskan berikut ini :
Pembahasan Secara Simultan Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosiaal Kota Bandung
Berdasarkan hasil analisis uji kontribusi pengaruh, menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0.528 atau 52.8%. Disiplin kerja pegawai yang terdiri dari dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus sangat kuat terhadap kinerja pegawai yang terdiri dari aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan, sikap dan komunikasi. Hasil statistik ini dapat di jelaskan bahwa disiplin kerja cukup dominan dan cukup menentukan terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung.
           Hipotesis penelitian yang mengatakan “Disiplin kerja  besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai  Dinas Sosial Kota Bandung” dapat diterima. Hal tersebut mencerminkan bahwa secara empirik variabel disiplin kerja yang terbangun dari dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar dan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai.
            Hasil temuan penelitian bahwa disiplin kerja berkaitan dengan  pelaksanaan tugas,  secara organisatoris Dinas Sosial Kota Bandung telah menyusun serangkaian tugas pekerjaan  sesuai dengan tugas pokok organisasi  (Tupoksi). Penyusunan uraian tugas ini dalam konteks disiplin dimaksudkan untuk menjadi pedoman teknis dalam melaksanakan setiap program yang telah ditetapkan. Pada posisi ini peneliti melihat bahwa uraian tugas di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandung secara umum telah dibuat dengan lengkap, sehingga secara operasional bukan hanya memudahkan para pegawai dalam melaksanakan tugasnya, tetapi ada sesuatu yang harus dilakukan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung diperoleh keterangan bahwa dalam pegawai melaksanakan tugas  secara teknis maupun administratif masing-masing bidang (bagian) telah bekerja sesuai tugas yang diberikan dan acuan yang jelas tentang apa yang harus mereka kerjakan. Namun demikian, pemimpin dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Kota Bandung pun menyadari masih adanya sebagian pegawai yang memiliki keterbatasan dalam memahami  dan menterjemahkan  tugasnya sehingga berimplikasi terhadap kinerja pegawai. Hal  tersebut salah satunya terkait dengan konsep ‘the righ man on the righ job and the righ man on the righ place’(penempatan pegawai sesuai dengan keahlian) belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa untuk mengantisipasi berbagai kelemahan tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung telah melakukan upaya konkrit diantara dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan berdasarkan skala prioritas. 
	Kepala Dinas Sosial Kota Bandung telah  melakukan berbagai upaya agar para pegawai dapat bekerja secara tepat dan terarah. Misalnya, melalui pengarahan secara berkala dan berjenjang. Berkala artinya mengarahkan tugas kepada bawahan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan contohnya nya setiap hari senin dilakukan semacam briving yang isinya menyangkut bidang tugas yang harus dikerjakan oleh para pegawai. Secara berjenjang mengandung arti bahwa  pengarahan yang diberikan kepada para pegawai tidak hanya dilakukan langsung oleh pimpinan puncak, tetapi juga dilakukan oleh kepala Bidang/Bagian sesuai bagian atau bidang  masing-masing. Upaya tersebut, sangat relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Siagian (1990 : 38) yang menandaskan bahwa 
Pendapat tersebut tentunya berkaitan dengan disiplin kerja pegawai artinya bagaimana pegawai melaksanakan tugas dengan baik yang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah ditetepakan organisasi dalam hal ini oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukan bahwa para pegawai pada umumnya menyadari bahwa tugas yang dilakukan senantiasa mengacu pada peraturan yang telah ditentukan. Pengakuan atas pernyataan tersebut dikuatkan oleh tanggapan responden yang pada umumnya mengakui bahwa kesadaran akan adanya tanggung jawab dari setiap pegawai sesungguhnya merupakan keharusan walaupun tidak diingatkan oleh pemimpin dalam hal ini oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, diperoleh keterangan bahwa adanya berbagai peraturan dimaksudkan agar para pegawai memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, kelengkapan peraturan  yang ada juga dapat memudahkan para pegawai dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai negeri. Namun demikan, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung juga memahami bahwa masih ada sebagian kecil pegawai  yang kadang-kadang enggan untuk membaca berbagai peraturan tersebut, sehingga tidak mengherankan jika masih ada sebagian kecil pegawai yang  melakukan tindakan in-disipliner terhadap peraturan tersebut, seperti pelanggaran terhadap peraturan jam kerja dan hal ini akan sangat mengganggu terhadap kinerja pegawai dilingkungan Dinas Sosial Kota Bandung. 
Hasil penelitian juga menemukan juga, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan dilingkungan Dinas Sosial Kota Bandung sebenarnya telah memiliki prosedur kerja yang tetap dan baku sesuai dengan ketentuan yang ada. Adanya prosedur kerja yang baku ini secara operasional sangat membantu terhadap kelancaran kerja kantor, karena para pegawai telah memiliki pedoman yang jelas untuk melaksanakan setiap pekerjaan yang dilakukan. Prosedur kerja secara operasional dibedakan menjadi dua prosedur. Pertama, prosedur yang bersifat administrative dan kedua, prosedur kerja yang bersifat teknis. Kedua prosedur kerja ini sengaja dibedakan untuk memudahkan operasionalisasi pekerjaan kantor. Selain itu, prosedur kerja  yang ada juga telah disesuaikan dengan bidang garapan masing-masing bagian. Sehingga dalam pelaksanaannya, walaupun bersipat baku tetapi ‘tidak kaku’, artinya setiap prosedur yang dijalankan memiliki fleksibilitas sesuai dengan konteks pekerjaan yang dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut,  Sugandha (1991 : 79) menandaskan bahwa prosedur kerja yang yang baku akan memberikan manfaat  sebagai berikut : 

1)	Memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pekerjaan,
2)	Memudahkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan,
3)	Dapat menciptakan persamaan persepsi diantara pelaksana,
4)	Memberikan gambaran tentang kewenangan yang dimiliki para pejabat, 
5)	Memudahkan alur pertanggung jawaban. 

Penelitian mendeskripsikan juga bahwa dalam hal keadilan pimpinan di lingkungan  Dinas Sosial Kota Bandung secara umum telah mengupayakan pelaksanaan aspek keadilan teristimewa terkait dengan tindakan disiplin bagi  pegawai  yang melakukan penyimpangan. Aspek keadilan dalam menindak setiap pegawai yang melakukan penyimpangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan/ peraturan kepegawaian yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas dan kredibilitas organisasi secara keseluruhan. 
Tindakan disiplin terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran diterjemahkan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dimana secara operasional dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu sanksi yang bersifat ringan, sedang dan berat. Sanksi yang bersifat ringan biasanya diterjemahkan melalui teguran baik lisan maupun tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan  sanksi yang bersifat sedang diterjemahkan melalui berbagai langkah antara lain, penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat. Kemudian,  hukuman disiplin yang berat diterjemahkan melalui berbagai langkah antara lain : penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabtan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat.  
Secara konseptual berbagai langkah tersebut senantiasa menjadi acuan bagi  Dinas Sosial Kota Bandung untuk mengantisipasi berbagai tindakan yang indisipliner. Namun demikian, pimpinan kantor juga mengakui bahwa penerapan sanksi yang akan diterapkan kadang-kadang tidak bisa dilaksanakan secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain kendala psikologis dan kendala kemanusiaan. Hal inilah yang kemudian memunculkan sikap sebagian pegawai yang memandang kurang adil terhadap pimpinan dalam menerapkan sanksi.
Hasil penelitian menemukan bahwa  langkah pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung dalam rangka meningkatkan kinerja para pegawai tidak hanya diterjemahkan melalui penetapan sanksi disiplin semata, namun juga ada langkah-langkah konkrit dan strategis  yang telah ditempuh, antara lain melalui pemberian kesempatan kepada para pegawai untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Langkah tersebut antara lain diwujudkan melalui pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), promosi dan mutasi. Sehingga dengan demikian para pegawai termotivasi dan diharapkan para pegawai akan melaksanakan disiplin kerja secara baik dan pada akhirnya pegawai dapat dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan efesien.
Pengaruh Variabel Lain () terhadap Kinerja Pegawai (Y)
Berdasarkan hasil analisis diperoleh adanya pengaruh variabel disiplin kerja pegawai yang terdiri dari dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai, pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar dan dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus terhadap kinerja pegawai (Y), yang berpengaruh sebesar 52.8%. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar 47.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Disiplin Kerja tehadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung
              Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menjelaskan masing-masing dimensi dari variabel disiplin kerja yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai sebagai berikut :
1.	Dimensi Peraturan-Peraturan dan Tata Tertib yang Harus Dilaksanakan oleh Para Pegawai 

              Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung adalah sebesar 0.094 atau 9.4%. Dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai yang terdiri dari indikator jadual dalam bekerja, cara berpakaian dalam bekerja dan cara melakukan pekerjaan sedangkan kinerja pegawai diwakili oleh aspek kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan dan sikap. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di jelaskan bahwa peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai di Dinas Sosial Kota Bandung memberikan pengaruh cukup besar dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya para pegawai pada umumnya sudah menjalankan aturan atau ketentuan yang berlaku. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya lebih ditingkatkan agar tujuan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Disiplin merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan, dan disiplin adalah merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi.
Disiplin kerja adalah kesadaran, kemauan dan kesediaan kerja orang lain agar dapat taat dan tunduk terhadap semua peraturan dan norma yang berlaku, kesadaaran kerja adalah sikap sukarela dan merupakan panggilan akan tugas dan tanggung jawab bagi seorang pegawai. Pegawai akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik dan bukan mematuhi tugasnya itu dengan paksaan. Kesediaan kerja adalah suatu sikap perilaku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan tugas pokok sebagai seorang pegawai. Pegawai harus memiliki prinsip dan memaksimalkan potensi kerja, agar pegawai lain mengikutinya sehingga dapat menanamkan jiwa disiplin dalam bekerja.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas diperoleh keterangan bahwa uraian tugas pada Dinas Sosial Kota Bandung baik secara teknis maupun administratif telah dibuat secara rinci dan sistematis, sehingga masing-masing bidang (bagian) telah memiliki acuan yang jelas tentang apa yang harus mereka kerjakan. Namun demikian, pemimpin pun menyadari masih adanya sebagian pegawai yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan menterjemahkan  tugasnya sehingga berimplikasi terhadap kinerja pegawai.
Hasil wawancara juga terungkap bahwa untuk mengantisipasi berbagai kelemahan tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung telah melakukan upaya konkrit agar tugas dapat dilaksanakan dengan benar diantara dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan berdasarkan skala prioritas, sehingga pegawai mempunyai kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berhasil tidaknya organisasi tergantung pada baik buruknya suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pegawai, sedangkan agar dapat melaksanakan tujuannya dengan baik dan benar, maka para pegawai harus disiplin dalam pekerjaannya. Kemampuan dibidang tugasnya disertai bagaimana pengendalian diri seseorang pegawai, sebagai tanda ketertiban dan kerapian dalam melakukan kerjasama dari sekelompok unit kerja di dalam suatu organisasi (some one status self control as orderliness sign order and accuration in doing cooperation from a group of unit work in a organization).
Pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dilansir bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Maka dalam rangka menegakkan disiplin PNS ketentuan tersebut haruslah benar-benar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh para atasan atau pejabat yang berwenang. Tidak melaksanakan ketentuan itu, sama halnya tidak berbuat apa-apa terhadap pelanggaran disiplin yang telah terjadi, dan sama pula artinya membiarkan berlangsungnya pelanggaran disiplin kerja.
2.	Dimensi Pemberian Sanksi-Sanksi Bagi Pelanggar 
         Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dimensi pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebesar 0.338 atau 33.8%. Dimensi pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar ini terdiri dari indikator aturan kerja dilanggar, bertingkahlaku negatif dan hasil kerja tidak sesuai sedangkan kinerja pegawai diwakili oleh prinsip kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan dan sikap. Pada posisi ini peneliti dapat menjelaskan bahwa pemberian sanksi bagi pelanggar pada Dinas Sosial Kota Bandung sangat besar dan signifikan artinya dimensi pemebrian sanksi ini sangat menentukan dan sangat dominan dalam mepengaruhi kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku di Dinas Sosial Kota Bandung pada umumnya disesuaikan dengan pelanggaran yang diperbuat. Artinya pemberian sanksi, pemberian pelanggaran yang diperbuat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan mereka yang melanggar disiplin kerja dapat menjadikan peringatan dan tidak terulang kembali, sehingga kinerja pegawai akan tetap terlaksana dengan baik dan dapat menyelesaikan tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung bahwa pegawai pada umumnya tidak terlalu banyak yang melanggar peraturan sehingga pegawai dapat menjalankan disiplin kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu pegawai pada umunya bertingkah laku dengan baik sehingga dapat menunjang terhadap kelancaran dalam bekerja. Hal lain yang perlu dijelaskan yaitu bahwa pegawai pada umunya sudah mempunyai kemampuan di dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan organisasi. Lebih jauh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, menjelaskan bahwa adanya berbagai peraturan tersebut dimaksudkan agar para pegawai memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugasnya. Selain itu, kelengkapan peraturan  yang ada juga dapat memudahkan para pegawai dalam memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai negeri. Namun demikian, pemimpin di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandung juga memahami bahwa masih ada sebagian kecil pegawai yang kadang-kadang enggan untuk membaca berbagai peraturan tersebut, sehingga tidak mengherankan jika masih ada sebagian kecil pegawai yang  melakukan tindakan in-disipliner terhadap peraturan tersebut, seperti pelanggaran terhadap peraturan jam kerja. 
Mentaati peraturan tata tertib dan melaksanakan perintah atasan harus dilaksanakan pegawai sudah dipahami dan disetujui sebagian besar para pegawai Dinas Sosial Kota Bandung dan untuk menjaga kondisi demikian peran serta pemimpin senantiasa terlibat di dalamnya melalui pengarahan-pengarahan ringan yang bijak serta dibarengi dengan contoh-contoh aktualisasi yang sederhana dan sangat realitas namun berdampak kuat bagi pegawai dengan isi materi pengarahan seputar kriteria ketaatan dan indikatornya. Bentuk kepatuhan pada peraturan pegawai yang secara konsisten dan komitmen terhadap pemimpin dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan maupun menuntaskan permasalahan dengan tetap didasarkan pada faktor-faktor dari disiplin kerja yang harus dilaksanakan pegawai dan dalam bentuk dan sikap komitmen pegawai terhadap organisasi dalam menyelesaikan semua program kerja organisasi sesuai sasaran organisasi dan menjaga serta menjunjung citra baik organisasi.
3.	Dimensi Pembinaan Melalui Pelatihan yang Terus-Menerus 
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung adalah sebesar 0.096 atau 9.6%. Dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan yang terus menerus ini terdiri dari indikator pemberian tugas rutin, pelaksanaan evaluasi kerja dan pelatihan fisik dan mental sedangkan kinerja pegawai diwakili oleh prinsip kualitas kerja, kuantitas kerja, keandalan dan sikap. Hasil perhitungan tersebut peneliti jelaskan bahwa pembinaan melalui pelatihan yang terus menerus ini menentukan cukup signifikan terhadap kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Bandung.
Pembinaan melalui pelatihan yang terus menerus dalam konteks disiplin kerja ini, sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di Dinas Sosial Kota Bandung, karena setiap pegawai sudah terbiasa melakukan tugas rutin, pelaksanaan evaluasi dan pelatihan fisik dan mental. Hal ini tidak lain agar pegawai lebih berkembang ditunjang oleh kemampuan fisik dan mental yang memadai sehingga kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Bandung dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat mencapai tujuan secara optimal.
Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Bandung bahwa pegawai selalu diberi tugas rutin disamping pelaksanaan evaluasi kerja secara rutin dan pelatihan fisik dan mental. Hal ini tidak lain agar menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan dengan dibarengi sikap mental serta fisik yang memadai demi terciptanya kinerja pegawai yang lebih optimal. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa pemimpin organisasi mengikutsertakan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai, tidak kalah pentingnya juga memberikan dorongan kerja terhadap pegawai. Hal ini mengingat bahwa dorongan kerja dari pemimpin menurut pegawai merupakan penghargaan yang sangat berharga, karena dengan dorongan berarti pemimpin peduli dan menghargai apa yang dilakukan pegawai, selain merupakan motivasi yang dapat meningkat kinerja organisasi Dinas Sosial Kota Bandung. Karena kemampuan untuk merespon kesempatan ada dengan memberdayakan pegawai yang memiliki kemampuan tersebut sangat diperlukan organisasi, namun organisasi juga perlu memperhatikan dan menghargai keadaan tersebut dengan memberikan motivasi kepada pegawainya agar lebih maju dalam melaksanakan tugas pokoknya. 
Pegawai diberikan peluang yang sama dalam pengembangan kemampuan kerjanya, misalkan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal yang kebih tinggi dalam melanjutkan pendidikan ke SLTA, S1, S2 dan S3. Namun demikian dalam sistem kepegawaian juga perlu diberikan diklat kedinasan sebagaimana dikemukakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : “Dalam rangka untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap, pengabdian, dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, serta pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh”.
Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dan profesionalisme serta pembentukan sikap, setiap Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Pelatihan dan pengembangan sumber daya aparatur ini penting karena keduanya merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga dan memelihara pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan kinerja pegawainya. Pengembangan didasarkan pada kenyataan bahwa seorang pegawai akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan optimal.

7. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung, maka secara komprehensif peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :
1.	 Secara simultan disiplin kerja memberikan pengaruh cukup besar dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung. Artinya disiplin kerja cukup dominan dan dapat menentukan terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kota Bandung. Hasil temuan penelitian menemukan juga bahwa kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh disiplin kerja semata, tetapi ada variabel lain yang juga ikut mempengaruhi terhadap kinerja pegawai.
2.	Secara parsial disiplin kerja pegawai diukur melalui dimensi peraturan dan tata tertib, dimensi pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran, dan dimensi pembinaan melalui pelatihan-pelatihan telah mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung. Hal tersebut terbukti bahwa disiplin kerja secara parsial melalui dimensi-dimensinya cukup menentukan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Walaupun secara operasional belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga berpengaruh pada kinerja pegawai. Adapun dimensi memberikan pengaruh terbesar adalah dimensi pemberian sanksi-sanksi bagi pelanggar, sedangkan pengaruh yang paling kecil adalah dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai.
8. SARAN
Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut di atas, peneliti dapat menyampaikan saran-saran penelitian yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi, baik dalam konteks pengembangan ilmu maupun sebagai kontribusi bagi perbaikan disiplin kerja dalam meningkatan kinerja pegawai. Adapun saran yang dimaksud antara   lain :
Saran Akademik
Disaran adanya penelitian lanjutan tentang fenomena belum optimalnya disiplin kerja dan kinerja pegawai, khususnya ditinjau dari perspektif ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Fenomena tersebut diperkuat oleh adanya variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, namun mempengaruhi kinerja pegawai. 
Saran Praktis
1.	Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bandung agar disiplin kerja dapat dilaksanakan kepada semua pegawai secara bersungguh-sungguh, sehingga pegawai dapat bekerja secara maksimal dan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik serta akhirnya akan mampu mencapai tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 
2.	Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bandung agar adanya peningkatan pelaksanaan dimensi peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para pegawai dalam konteks disiplin kerja supaya kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bandung dapat berjalan secara optimal. Langkah kongkrit yang dapat dilaksanakan adalah pegawai dapat bekerja sesuai dengan jadual yang telah ditentukan, pegawai dapat berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pegawai pegawai dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. 
Saran Kebijakan
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Dimensi Disiplin Kerja Pegawai
(Saydam, 1996:288)
1.	Peraturan dan tata tertib harus dilaksanakan pegawai.
2.	Pemberian sanksi bagi pelanggar.
3.	Pembinaan melalui pelatihan secara terus menerus.

Aspek 
Kinerja Pegawai
(Mangkunegara,  2000:75)

1.	Kualitas Kerja
2.	Kuantitas Kerja
3.	Keandalan 
4.	Sikap
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